
LAPOR,AN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023

NO PENGATURAN OIMENSI VARIABEL INOIXATOR EVALUASI REKOMENDASI

1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 -
2023

I Frasa "KABUPATEN NGANJUK"
pada JUduI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
KAAUPAT€N NGANJUK TAHUN
2O1A - 2023 disarankan untuk
dihapus.

Batas Periode Tahun 2018 - 2023.
menjadikan batasan berlakunya
Peraturan Daerah dimaksud
hanya berlaku pada tahun 2018
sampaidengan 2023.

Berdeserkan ketentuan Pasal 70
ayat (2) Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daorah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daorah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serla Tata Qata
Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka M6nengah Da€rah, dan
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Bupati menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD Kabupaten
Nganjuk yang telah dievaluasi oleh
Gubernur menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten tentang
RPJMD Kabupaien paling lambat

Judul untuk disempurnakan
menjadi "PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
iIENENGAH DAERAH TAHUN
2018 - 2023".

Batias Periode untuk Perturan
Daerah tentang RPJMD
disesuaikan dengan periode masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan hasil evaluasi, agar
PERATIJRAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2018 - 2023 disusun kembali
menyesuaikan periode masa
jabalan Bupali dan Wakil Bupati
yang baru

I

I

I
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6 (enam) bulan setelah Bupati dan
Wakil Bupati dilantik. Sehingga,
berdasarkan ketentuan dimaksud
Bupati untuk segera memproses,
menetapkan dan mengundangkan
Peraturan Daerah lentang RPJMD
Kabupaten.

2 Menimbanq
a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pemerinlahan, pengelolaan pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakal, perlu
menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran visi, misi dan program Bupati
dan Wakil Bupati t€rpilihi

b.bahwa sesuai dengan ketenluan Pasal
264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentsng Pemeriniahan Oaerah,
Rencanan Pembangunan Jangka
lMenengah D8er8h (RPJMD) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan perlimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tenlang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Nganiuk Tahun 20'18 - 2023;

Kejelasan
rumusan

kesesuaian
sislemalika dan
teknik
penyusunan

Menimbang berdasarkan Lampiran ll angka'19
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,
bahwa pokok pikiran pada
konsiderans Peraturan Daerah
memuat unsur fi losofis, sosiologis,
dan yuridis yang menjadi
pertimbangan dan alasan
pembentukannya yang
penulisannya ditempatkan secara
berurutan dari filosofis, sosiologis,
dan yuridis. Sedangkan pada
Perda Kabupalen Nganjuk Nomor
2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Da€rah Kabupaten Nganjuk Tahun
2018 - 2023 hanya memuat unsur
sosiologis dan yuridis.

Agar pada konsiderans
menimbang dilengkapi yang
mencakup unsur filosotis,
sosiologis, dan yuridis.

3 Menqingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun
1945:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Kejelasan
rumusan

kesesuaian
sistematika dan
teknik
penyusunan

l\,ileng ingat Berdasarkan Lampiran ll angka 39
Undang-Undang Nomor '12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,
bahwa dasar hukum pembentukan
Peraturan Daerah meliputi Pasal

Dasar Hukum Mengingat agar
disesusikan dengan Peraluran
Perundang-undangan terbaru.
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Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun '1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran N€gara Republik
lndonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun '1965 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun '1984

tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita
(Convenlion On The Elimination of All
Forms Discrimination AgainsM/omen)
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun '1984, Tambahan L€mbaran
Negara R6publik lndonesia Nomor
3277)l

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2002 Nomor '109, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesis
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nornor 35
Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
297, Tambaha.ll Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara R€publik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesis
Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4355);

18 ayat (6) UUD 1945, Undang-
Undang tentang Pembenlukan
Daerah dan Undang-Undang
tontang Pem€rintahan Daerah.

Peraturan perundang-undangan
yang lerdapat dalam Oasar
Hukum Mengingat Peraturan
Oaerah ini terdapat yang sudah
mengalami perubahan, antara lain;
'10. Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Nsgara Republik
lndonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4700);

14. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang'Undangan
(Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011
Nomor a2, Tambahan
Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5234)l

16. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Apartatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nmor
6, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia
Nomor 5494)i

17. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
P€merintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran

I

I
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem P€rencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor
4421\l

9. LJndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
lentang Perimbangan Keuangan antara
Psmerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (L€mbaran Nogara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4438)i

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Renc€na Pembangun Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan
L€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4700);

'1 1. Undang-Undang Nomor 26 Tshun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4725):

12. Undang-Undang Nomor'14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan lntormasi Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4846);

'13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor
'140, Tambahan Lembaran N€gara

Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-
Undang Nomor I Tahun 2015
(Lembaran Neghara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran
Negara R€publik lndonesia
Nomor 5679);

30. Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2015 btentang
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
2015 - 20191

33. Poraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

34. Peraturan Menteri Dalam
Neg6ri Nomor '13 Tahun 2006
lenlang Pedoman
Pongelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dongan Peraturan Menleri
Oalam Negeri Nomor 21
Tahun 20111

42. Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun
2009 Nomor 1)j

45. P€raturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 14 Tahun
2008 tenlang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupalen Nganjuk Tahun
2005 - 2025 (Lembaran

I
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Republik lndonesia Nomor 5059);
'14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201'1

tentang Pembentukan Peraluran
PerUndang-Undangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 20'l l
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);

'15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pengcsahan Optional Protocol
to The Convention on The Right ot The
Child on The Sale of Children, Child
Prostitution and Child Pornography
(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak
Anak Mengenai Penjualan Anak,
Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
(Lembaran Negara Republik lndonesia
fahun 2012 Nomor '149, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5330);

16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Lentang Aparalur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5494)i

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor I Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679);

18. Peraturan Pemerintah Nomo|108
Tahun 2000 tentang Tata Cara
P6rtanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4027);

Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2008 Nomor 04);

46. Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 02 Tahun
2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2011 Nomor 05);

REKOMENDASI
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan. (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Nogara
Republik lndonesia Nomor 4663);

20. Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara P€nyusunan
R€ncana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4664);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2007 tentang Laporan Penyelenggsraan
Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan lnformasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 19 tambahan
lembaran negara Republik lndonesiE
Nomor 4693);

22. Pe'alvan Pemerintah Nomor 6 tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Da€rah
(Lembaran Negara Republik lndonosia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4815);

23. P€raturan Pemerintah Nomor 6 tahun
2008 tenlang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomo|l9, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4815);

24. Peraturan Pemerintah Nomo l5 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor

INDIKATOR
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21, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5103);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 t€ntang Perangkal Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5887);

26. Peraturan Pemerinlah Nomor 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndon6sia Nomor 5941);

27. Peratu.an Pern€rinlah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran N69ara
Republik lndonesia Nomor 6041);

28. Peraturan Pem€rintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negars Republik
lndonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6178),

29. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 lenl,ang Grand Design Reformasi
Birokrasi;

30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Oaerah 2015-2019;

31. P€raturan Presid€n Nomor 59 Tahun
20'17 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

32. Peraturan Presid€n Nomor 97 Tahun
2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pongelolaan. Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;
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33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
t€rakhir dengan Peraturan Menteri
Oalam Negeri Nornor 21 tahun 2011i

35. Peraturan Ment€ri Oalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
di Daerah sebagaimana lolah diubah
dengan Peraturan Menteli Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011;

36. Peraturan Monteri Oalam Negeri Nomor
73 Tahun 2009 t€ntang Tata Cara
Polaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan atsu
Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor '120 Tahun 2018;

39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor
P,SgiMENLHI(SETJENIKUM,l I 12/201 7
lentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
lentang Tata Cara Penyelsnggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

40. Peraturan Menteri Dalanl Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tala Cara
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Da€rah, Taia
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan
Janqka Panianq Daerah dan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah
DaeEh, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor
7 Tahun 2018 Tentang Pembualan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

42. Pe?futan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 Nomor 'l);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 5 Tahun 2012 tenlang Rencana
Tata Ruang Wlayah Provinsi Jawa
Timur Tahun 20'11 - 2031 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
Nomor 3);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupalen Nganjuk
Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun
2oos - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor
0a);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 02 Tahun 201'l tentang Rencana
Tata Ruang Wlayah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 20'11 Nomor
0s);
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47. Petaluan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan
P6r6mpuan dan Anak (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015
Nomor 7);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 5 Tahun 20'!.6 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV
AIDS (Lembaran Oaorah Kabupalen
Nganjuk Tahun 2016 Nomor 5);

49. Peraturan Dagrah Kabupaten Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem
Kesehatan Oaerah (Lsmbaran Oaerah
Kabupaten Nganiuk Tahun 2017 Nomor
2);

50. Peraturan Daorah Kabupaten Nganjuk
Nomor 08 Tahun 2016 t€ntang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaton Nganjuk (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016
Nomor g):

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

Pesel2

RPJMD m6rupakan:
a. penjabaran dari visi, misi, dan program

Bupati ke dalam strategi pembangunan
daerah, kobijekan umum, program
prioritas Bupati, dan arah kebuiakan
keuangan daerah, diselarasken dengan
RPJPD Ksbupaten Nganiuk Tahun 2005
- 2025, RPJMD Provinsi Jawa timur dan
RPJMN: dan

b. dokum€o perencanaan dasrah yang
memberikan arah gekaligus acuan bagi
s6luruh komponen pelaku p€mbangunan
daorah dalam mowujudkan
Dembanqunan daerah vanq

Kejelasan
rumusan

kesesuaian
sistematika dan
teknik
penyusunan

Batang tubuh berdaserkan Peraturan Daereh
Kabupalen Nganjuk Nomor 6
fahun 2024 tontang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2025 - 2045, make pada Frasa
periodo RPJPD Kabupaten agar
dis€suaikan.

Frasa RPJPD Kabupaten Nganjuk
agar disempurnakan menjadi
"RPJPD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025 - 2045".

4.
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berkesinambungan

5 BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5

Kejelasan
rumusan

kesesuaian
sislematika dan
teknik
penyusunan

Batang tubuh a. berdasarkan ketentuan Pasal
181 ayat (3) dan Pasal 267
ayat (l) Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembanqunan
Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Bupati
melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap
perencanaan pembangunan
daerah lingkup kabupaten
dan Kepala BAPPEDA
Kabupaten melaksanakan
penqendalian dan evaluasi
perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan
jangka panjang daerah
lingkup kabupaten.

b Kelidaksesuaian entara Judul
Bab lV PENGENDALIAN
DAN EVALUASI RPJMD,
denqan substansi / materi
Pasal 5 yang sama sekali
tidak mengatur mengenai
Pengendalian dan Evaluasi
RPJMD. Tetapi pasal
dimaksud menjelaskan
pelaksanaan dan tindak
lanjut yang harus dilakukan

Agar disesuaikan antara judul Bab
IV PENGENDALIAN DAN
EVALUASI RPJiTD dengan
substansi / materi Pasal 5
mengenai Pengendalian dan
Evaluasi RPJIVID.

Agar dilakukan peny6mpurnaan
notmal
(1) Bupati melakukan

pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
RPJMD,

(2) Pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat ('l)
dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang
perencanaan pembangunan.

(3) Pengendalian dan evalusi
pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai
ketentuan perundang-
undangan.

(1) Perangkat daerah membuat renstra
untuk melaksanakan program yang ada
dalam RPJMD.

(2) Perangkat Daerah melaksanakan
progrem-program dalam RPJMD dengan
menuangkannya dalam Renslra
Perangkat Daerah.

(3) Pelaksanaan Renslra Perangkat D8erah
dUabarkan dalam Renja Perangkat
Daerah.
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Perangkat Daerah
diundangkannya
RPJMD.

setelah
Perda

6

Apabila teriadi hal diluar kendali Pom€rintah
Daerah dan diperkirakan dapat menghambal
polaksanaan RPJMD, maka berbagai
st.ategi, arah kebijakan, dan program yang
telah dikembangkan dapal ditinjau kembali
dan hasilnya dikosultasikan kapada DPRD.

Kejelasan
rumusan

kes€suaian
sistemalika dan
leknik
penyusunan

Batang tubuh Berdasarkan ketentuan Pasal 342
Ayat (1) dan ayat (3) Permendagri
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka M6nengah
Daerah, Serla Tata Cara
Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana P€mbangunan
Jangka i,ilenengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah
Daorah, Perubahan RPJMD dapat
dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan

evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak
s€suai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana
p6mbangunan daerah;

b. hasil pengendalian dan
evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan,
tidak sesuai dangan ket€ntuan
penysusunan rencana
pambangunan daerah; dan

c. terjadi perubahan yang
mendasar mencakup
terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis
ekonomi, konffik sosial
budsya, gangguan keamanan,
pemekaran daerah, gtau
perubahan kebijakan nasional.

Agar dilakukan penyempumaar
notma:
1. Perubahan RPJMD dapat

dilakukan apabilai
a. hasil pengendalian dan

evaluasi menunjukkan
bahwa proses
perumusan tidak sesuai
dengan tahapan dan lata
c,ala penyusunan
rencana pembangunan
daerah;

b. hasil pengandalian dan
evaluasi menun,ukkan
bahwa substansi yang
dirumuskan. tidak sesuai
dengan ketentuan
penysusunan rencana
pembangunan daerah;
den

c. terjadi perubahan yang
mendasar menc€kup
terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis
ekonomi. konflik sosial
budaya, gangguan
keamanan, pemekaran
daerah, atau perubahan
kebUakan nasional.

2. tahapan penyusunan
Perubahan RPJMD
mempedomani ketentuan
peraturan parundang-
undangan

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

I

I

I
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7 BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai beriaku psda
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kejelasan
rumusan

kesesuaian
sislematika dan
teknik
penyusunan

Batang tubuh

Kepala Bagian Hukum
Selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,

Sutrisno, S.H. .Si.
Pembina Tin atl
NtP.'196 1 199202 1 001


